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ABSTRAK

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang
disahkan pada tanggal 2 Februari 2021 telah menimbulkan banyak polemik dalam
masyarakat terutama berkaitan dengan rumusan norma atau substansinya. PP
tersebut turunan dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja. Tujuan dari PP tersebut untuk meningkatkan investasi dan memberikan
kemudahan dalam berbagai aspek pengaturan pemberian jangka waktu hak atas
tanah. Akan tetapi telah terjadi disharmoni substansi yang terdapat dalam PP
tersebut yaitu tidak mengakomodir Putusan Mahkamah Konstiusi Nomor 21-
22/PUU- V/ 2007 tentang pengujian UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (UUPM) dengan membatalkan Pasal 22 Undang-Undang
tersebut. Amar putusan tersebut memerintahkan sebagai berikut: bahwa untuk
pemberian jangka waktu hak atas tanah harus mengacu kepada Undang- Undang
Pokok Agraria (UUPA). Namun dalam prakteknya ada perbedaan pengatuan
pemberian jangka waktu hak atas tanah. Inilah yang menjadi fokus kajian peneliti.

Penelitian ini bersifat kualitatif, Jenis penelitian nya adalah library
risearch. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis. Penelitian ini
menggunakan teori herarkhi peraturan perundang-undangan, harmonisasi dan
teori Hak-Hak Pengelolaan Tanah.

Hasil dari penelitian bahwa terjadinya disharmoni Peraturan Pemerintah
No. 18 Tahun 2021 dengan Undang- Undang Pokok Agraria atas Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007 disebabkan oleh 2 (dua) faktor,
pertama faktor internal berupa terjadinya perubahan politik, sosial, dan budaya.
Kedua faktor eksternal yaitu kebutuhan untuk melakukan reformasi ekonomi.
Maka upaya pengharmonisasian peraturan perundang-undangan khususnya
peraturan pemerintah dilakukan pada setiap tahapan pembentukan peraturan
pemerintah yang diharmonisasikan baik secara vertikal dan horizontal, baik asas
pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk
juga mengharmonisasikannya dengan Putusan MK, hal ini tentu saja
membutuhkan kesadaran, ketaatan, dan kerjasama dari berbagai pihak terutama
lembaga-lembaga negara yang menjadi adressat putusan.

Kata Kunci: Disharmoni, Hak Pengelolaan Tanah, Putusan Mahkamah

Konstitusi



ABSTRACT

Government Regulation (PP) Number 18 of 2021 concerning
Management Rights, Land Rights, Flat Units, and Land Registration which was
ratified on February 2, 2021 has caused a lot of polemics in the community,
especially regarding the formulation of norms or their substance. The PP is a
derivative of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The purpose of
the PP is to increase investment and provide convenience in various aspects of
the arrangement for granting tenure of land rights. However, there has been
disharmony in the substance contained in the PP, namely not accommodating
the Constitutional Court's Decision Number 21-22/PUU-V/2007 regarding the
review of Law Number 25 of 2007 concerning Investment (UUPM) by
canceling Article 22 of the Act. The ruling ordered the following: that for the
granting of a term of land rights, it must refer to the Basic Agrarian Law
(UUPA). However, in practice, there are differences in the arrangement of the
terms of granting land rights. This is the focus of the researcher's study.

This research is qualitative, the type of research is library research.
This study uses a juridical normative approach. This study uses the theory of
the hierarchy of laws and regulations, harmonization and the theory of Land
Management Rights.

The results of the study that the occurrence of disharmony in
Government Regulation no. 18 of 2021 with the Basic Agrarian Law on the
Decision of the Constitutional Court No. 21-22/PUU-V/2007 is caused by 2
(two) factors, the first is internal factors in the form of political, social, and
cultural changes. The two external factors are the need to carry out economic
reforms. So efforts to harmonize laws and regulations, especially government
regulations, are carried out at every stage of the formation of government
regulations that are harmonized both vertically and horizontally, both the
formation principle and the material principle of the content of laws and
regulations including harmonizing them with the Constitutional Court's
Decision, this of course requires awareness, obedience, and cooperation from
various parties, especially state institutions that become the address of the
decision.

Keywords: Disharmony, Land Management Rights, Constitutional
Court Decision
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MOTTO

Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau
(Muhammad: 36)
Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan
boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui

(Al Baqarah: 216)
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang dibuat oleh
Pemerintah Pusat dan dimasukkan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
sejak 17 Desember 2019 sudah disahkan saat persidangan paripurna tanggal 5
Oktober 2020. Secara resmi telah diundangkan menjadi “Undang-Undang No.
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” (UU CK) pada tanggal 2 November
2020. Kabar pengesahan perundangan ini oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI
ini cukup mengejutkan sebagian besar masyarakat. Undang-undang ini terus
mendapatkan banyak penolakan dari berbagai kalangan mulai dari golongan
buruh, mahasiswa, organisasi masyarakat hingga akademisi. *

Tujuan UU No. 11 Tahun 2020 ini untuk membuat lapangan
pekerjaan serta meningkatkan penanaman modal dengan memberikan
perubahan dan kemudahan berbagai aspek pengaturan mengenai perizinan
dan pengadaan tanah. Sebagaimana juga disampaikan oleh Menteri
ATR/BPN dalam kegiatan seminar di Universitas Islam Indonesia. Bapak

Sofyan A. Djalil mengutarakan bahwa Pandemi Covid- 19 telah memberikan

! Dwi Hastuti, Problematika Kebijakan Agraria dalam Undang- Undang Cipta Kerja
Terhadap Kinerja Reforma Agraria di Indonesia, (Dipresentasikan dalam Seminar Diskusi Periodik
Dosen yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Jember, Januari 2021), him. 1.



tekanan perekonomian baik dari segi permintaan dan penawaran. Oleh
karena itu pemerintah sangat perlu untuk mendorong perekonomian dan
investasi melalui UU No. 11 Tahun 2020 ini dengan menghilangkan
hambatan regulasi yang ada saat ini termasuk yang berkaitan dengan proses
pengadaan tanah.? Pendapat yang berbeda dari banyak kalangan masyarakat
yang justru menolak pengesahan UU No. 11 Tahun 2020 hingga saat ini
terus berlangsung. Penolakan terhadap substansi undang-undang ini karena
banyak kalangan yang berpendapat bahwa tujuannya untuk membentuk
ekosistem investasi tetapi mengandung pasal-pasal yang kontroversial
karena berpotensi menimbulkan moral hazard dan merugikan masyarakat
kecil terutama petani, buruh dan masyarakat hukum adat.

Di dalam draf RUU CK ini sudah mengalami 5 kali perubahan
hingga disahkannya menjadi UU No. 11 Tahun 2020. Tetapi substansi kluster
pertanahan relatif tidak ada perubahan mendasar. Masih terdapat banyak
substansi yang menjadi kontroversial yaitu ada pihak yang setuju atau ada
yang tidak setuju. Hal ini dapat dilihat pada Bab VIII Pengadaan Tanah yaitu
Pasal 122-147 UU CK terdapat norma-norma baru yang termuat dalam RUU

Pertanahan yang masih ditunda pembahasannya. Oleh karena itu banyak pihak

2 Sofyan A. Djalil, Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan dalam RUU Cipta Kerja
(Dipresentasikan dalam Seminar ATR/BPN Goes to Campus diselenggarakan oleh Universitas Islam
Indonesia secara virtual menggunakan Aplikasi ZOOM Meeting pada hari Jumat, 15 Mei 2020), him
4,



yang menganggap bahwa UU CK ini merupakan upaya penyelundupan
substansi RUU Pertanahan.

UU CK yang terkait bidang pertanahan ini terdapat dalam BAB VIII
Pengadaan Tanah yang terdapat 3 bagian yaitu Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu pada Pasal 123, Perlindungan
lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 124, dan Pertanahan pada Pasal
125-147. Terdapat 2 (dua) undang-undang terkait pertanahan yang
substansinya direvisi, dicabut dan/ atau diperkuat demi kepentingan investor
besar yaitu UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan UU No. 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Di samping itu terdapat
beberapa norma baru yang dimasukkan dalam UU CK vyaitu terkait
pembentukan Badan Bank Tanah (BBT) pada ketentuan Pasal 125-135.

Penyusunan dan pembahasan UU CK yang tidak dijalankan dengan
prinsip transparansi dan demokratis menjamin pelibatan publik secara aktif
telah menimbulkan berbagai problematik dalam substansinya. Berbagai
masalah dalam substansi kebijakan pertanahan di UU CK salah satunya
terdapat pada pengaturan BBT yang terdapat pada Pasal 142 yang menyatakan
ketentuan lebih lanjut mengenai hak pengelolaan diatur dalam peraturan

pemerintah.

¥ Ibid., him 2.



Berdasarkan rumusan pada Pasal 142 UU CK tersebut, kemudian
pada tanggal 02 Februari 2021 telah disahkan Peraturan Pemerintah No. 18
Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun,
dan Pendaftaran Tanah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan dan mekanisme
pengaturan pengelolan hak atas tanah yang sekaligus mencabut Peraturan
Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, dan Hak Atas Tanah yang berlaku sebelumnya.

Pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
(PP No. 18 Tahun 2021) yang mengatur khususnya terkait Hak Guna Usaha
(HGU) terdapat pada Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama
35 (tiga puluh lima) tahun, diperpanjang untuk jangka
waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan
diperbarui untuk jangka waktu paling larna 35 (tiga puluh
lima) tahun.

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa jangka waktu pemberian
HGU paling lama adalah 95 tahun, yang di dapatkan dari penjumlahan angka
35, 25, dan 35. Kemudian pada PP yang sama tetapi dalam pasal yang berbeda
pengaturan terkait Hak Guna Bangunan (HGB) tertera pada Pasal 37 ayat (1)
yang berbunyi:

(1) Hak guna bangunan di atas Tanah Negara dan Tanah Hak
Pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling

lama 20 (dua puluh) tahun, dan diperbarui untuk jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.



Dari pasal tersebut dapat diketahi bahwa jangka waktu pemberian HGB paling
lama adalah 80 tahun yang didapatkan dari penjumlahan angka 30, 20, dan 30.
Sedangkan di sisi lain pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-
22/PUU-V/2007 terkait perkara permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah membatalkan
keberlakuan dari Pasal 22 ayat (1) huruf a dan b Undang- Undang Penanaman
Modal yang berbunyi:
(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan
dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui
kembali atas permohonan penanam modal, berupa:
a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95
(sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan
dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh)
tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima)
tahun;
b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80
(delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan
diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh)
tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun;
Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa Pasal 22 Ayat (1) Undang-
Undang Penanaman Modal tersebut memberikan HGU selama 95 tahun, HGB
selama 80 tahun yang telah dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah

Konstitusi (MK) dan MK menggantinya dengan rumusan norma yang baru

yaitu dengan menghilangkan redaksi “di muka sekaligus” dan ‘“sekaligus



dimuka”. Kemudian pada bagian kesimpulan Putusan MK tersebut, MK

menyatakan:

...... Pasal 22 UU Penanaman Modal bertentangan dengan
Pasal 33 UUD 1945, sementara Pasal 22 UU Penanaman
Modal tersebut merujuk pada dan berkait dengan Pasal 21
huruf a UU Penanaman Modal, maka sesuai dengan pendirian
Mahkamah terhadap Pasal 39 UU Penanaman Modal
sebagaimana telah diuraikan di atas, ketentuan yang berlaku
terhadap pemberian kemudahan dan/atau pelayanan kepada
perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas
tanah adalah ketentuan yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan lainnya sepanjang berkaitan langsung
dengan penanaman modal. Khusus mengenai pemberian,
perpanjangan, dan pembaruan hak-hak atas tanah (HGU, HGB,
dan Hak Pakai) berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2043) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai
Atas Tanah.”

Pada kesimpulan MK tersebut, MK secara tegas memberikan

pengaturan mengenai pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak- hak atas

tanah merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UU PA) dan Peraturan Pemerintah

Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan

Hak Pakai Atas Tanah (sudah dihapus keberlakuannya dengan disahkannya

PP Nomor 18 Tahun 2021). Pada UU PA pengaturan mengenai jangka waktu

hak atas tanah khususnya HGU terdapat pada Pasal 28- 34, sedangkan HGB



terdapat pada Pasal 35- 40. Pada Pasal 29 UU PA mengatur terkait pemberian
jangka waktu HGU berbunyi:

(1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25
tahun.

(2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih
lama dapat diberikan hak guna-usaha untuk waktu paling
lama 35 tahun.

(3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan
perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1)
dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang
paling lama 25 tahun.

Sedangkan pada Pasal 35 UU PA mengatur terkait pemberian jangka waktu
HGB yang berbunyi:

(1) Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan
miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30
tahun.

(2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat
keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka
waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan
waktu paling lama 20 tahun.

(3) Hak guna-bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada
pihak lain.

Dari bunyi Pasal 29 dan 35 UU PA dapat diketahui bahwa untuk pemberian
HGU paling lama adalah 85 tahun, yang di dapatkan dari penjumlahan angka
25, 35, dan 25. Sedangkan untuk pemberian HGB paling lama adalah 50
tahun, yang di dapatkan dari penjumlahan angka 30 dan 20.

Akan tetapi pada kenyataannya dalam PP yaitu PP No. 18 tahun 2021

tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan



Pendaftaran Tanah justru tidak mengakomodir putusan MK No. 21-22/PUU-
V/2007 yang dibuktikan dengan adanya perbedaan pemberian Jangka waktu
hak atas tanah, yaitu Pada PP No. 18 tahun 2021 pemberian HGU paling lama
adalah 95 tahun sedangkan pemberian HGB paling lama adalah 80 tahun.
Sedangkan apabila berpedoman pada UU PA, maka pemberian HGU
seharusnya paling lama adalah adalah 85 tahun dan pemberian HGB paling
lama adalah 50 tahun.

Skema/ alur dari permasalahan tersebut adalah:

Putusan Mahkamah Konstitusi w ( Mengabulkan Sebagian permohonan pemohon,
No. 21-22/PUU-V/2007 Tentang | | Yaitu membatalkan keberlakukan Pasal 22 UU
Pengujian Undang- undang No. i Penanaman Modal yang mengatur jangka waktu
25 Tahun 2007 Tentang hak atas dengan menghapus redaksi “Sekaligus
Penanaman Modal | dimuka” dan “dimuka sekaligus”

Tetapi Pada bulan Februari 2021 terbitlah Pada amar putusannya menyatakan

\

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 A bahwa untuk pemberian,
tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, 4 | perpanjangan, dan pembaruan
Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran | : jangka waktu hak atas tanah harus

Tanah ) | mengacu pada UU PA

o - \
Substansi dari Pasal 22 dan 37 ) Artinya PP tersebut tidak mengakomodir

PP tersebut bertentangan dengan amanah dari amar putusan MK,
Pasal 29 dan 35 UU PA yang |:> sehingga telah terjadi Disharmoni PP

berkenaan dengan pengaturan :ar}s;ebut dengan UU PA atas Putusan
langka waktu hak atas tanah ) N )




Bahwa terjadinya perbedaan pemberian jangka waktu hak atas tanah
dalam kedua peraturan tersebut membuktikan secara jelas dan nyata telah
terjadinya disharmoni atau ketidaksesuaian/ ketidakselarasan peraturan secara
vertikal terutama mengenai pengaturan pemberian jangka waktu hak atas
tanah, yangmana seharusnya PP No. 18 tahun 2021 tunduk dengan UU PA
atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007 karena sifat
Putusan MK yang final dan mengikat. Maka sudah menjadi keharusan pasca
putusan MK, Peraturan Pemerintah yang menjadi peraturan pelaksana dari
UU CK melaksanakan ketentuan dari putusan MK tersebut.

Oleh karena itu penyusun menganggap penting untuk mengkaji hal
tersebut karena penyusun ingin mengetahui apa yang menjadi dasar terjadinya
disharmoni antara kedua pengaturan tersebut yang seharusnya tidak boleh
terjadi, karena berdasarkan amanah konstitusi dalam pasal 24 C ayat (1) UUD
1945 yang menyatakan bahwa Putusan MK bersifat final, maka seharusnya
pembuatan PP No. 18 tahun 2021 harus merujuk pada Mahkamah Konstitusi
No. 21-22/PUU-V/2007 khususnya terkait pengaturan pemberian jangka
waktu hak atas tanah, serta penyusun ingin mengkaji terkait bagaimana cara
mengharmonisasikan kedua peraturan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penyusun kemudian tertarik untuk
menyusun skripsi dengan judul “DISHARMONI ANTARA PERATURAN
PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN,

HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN DAN PENDAFTARAN



TANAH DENGAN UNDANG- UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG
POKOK- POKOK AGRARIA ATAS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 21-22/PUU-V/2007”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik
untuk menyusun beberapa rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian
ini sebagai berikut:
1. Apa yang menjadi dasar terjadinya disharmoni Peraturan Pemerintah No.
18 Tahun 2021 dengan UU PA atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-
22/PUU-V/2007?
2. Bagaimana harmonisasi Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 dengan
UU PA pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya disharmoni Peraturan
Pemerintah No. 18 Tahun 2021 dengan UU PA atas Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007
b. Untuk mengetahui pengharmonisasian Peraturan Pemerintah No. 18
Tahun 2021 dengan UU PA atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-

22/PUU-V/2007
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2. Kegunaan Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Diharapkan dapat memberikan sumbang sih berupa pengetahuan yang lebih
komprehensif dalam hal pembuatan produk hukum yang sesuai dengan
hierarki peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal hukum
pertanahan.
b. Manfaat Praktis
1. Dapat memberikan referensi, saran dan pertimbangan bagi pembentuk
undang-undang khususnya dalam membuat sebuah aturan.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tekait perkembangan
pengaturan pertanahan yang ada di Indonesia.
D. Telaah Pustaka
Setelah dilakukan penelusuran dari berbagai literatur terkait dengan tema
“Disharmoni Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah
Dengan Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok- Pokok Agraria
Atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007,” ditemukan
beberapa karya hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema, akan
tetapi tidak ada yang secara spesifik sama membahas tentang tema yang sama.
Beberapa karya tersebut yang pertama adalah jurnal penelitian yang
ditulis oleh Dwi Kusumo Wardani dengan judul “Disharmoni Antara RUU

Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip- Prinsip UU Nomor 5 Tahun
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1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UU PA).”* Artinya
walaupun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini memiliki perbedaan
dengan skripsi penyusun. Karena skripsi penyusun adalah mengenai
disharmoni Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 dengan UU PA atas
Putusan MK.

Karya kedua adalah makalah yang ditulis olenh Dwi Hastuti dengan
judul “Problematika Kebijakan Agraria Dalam Undang- Undang Cipta Kerja
Terhadap Kinerja Reforma Agraria di Indonesia.” Penelitian ini mencoba
mencari berbagai problematika dalam substansi kebijakan agraria pada
Undang- Undang Cipta Kerja serta bagaimana potensi dampak Undang-
Undang Cipta Kerja terhadap kinerja reforma agraria.” Ketika penelitian ini
diperbandingkan dengan skripsi penyusun, terdapat perbedaan mendasar
dalam pembahasan, karena penyusun dalam skripsi ini fokus pada disharmoni
kebijakan pemberian jangka waktu hak atas tanah terhadap putusan MK.

Karya ketiga adalah Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Nyoman
Nidia Sari Hayati dengan judul “Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law
dalam Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan di Indonesia”. Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimna konsep omnibus law dalam

* Dwi Kusumo Wardhani, “Disharmoni Antara RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan
Prinsip- Prinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UU PA),”
Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 6 No. 2 (Agustus 2020).

® Dwi Hastuti, Problematika Kebijakan Agraria dalam Undang- Undang Cipta Kerja Terhadap

Kinerja Reforma Agraria di Indonesia”, (Dipresentasikan dalam Seminar Diskusi Periodik Dosen yang
diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Jember, Januari 2021).
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membangun harmonisasi perundangan dan apa saja hambatan yang dialami
apabila konsep ini diterapkan di Indonesia.°  Penelitian ini memiliki
perbedaan terhadap skripsi penyusun. Dari sisi tema yang menjadi
pembahasan adalah harmonisasi konsep omnibus law terhadap peraturan
perundangan di Indonesia, sedangkan skripsi penyusun fokus pada disharmoni

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 dengan UU PA atas Putusan MK.’

E. Kerangka Teorik
1. Teori Peraturan Perundang- undangan

a. Teori Pembentukan Peraturan Perundang- undangan

Dalam pembentukan sebuah undang-undang yang baik, harus sesuai
dengan asas-asas pembentukan undang-undang dan materi muatan yang tidak
bertentangan dengan UUD 1945%, sehingga undang-undang tersebut bisa
berlaku secara berkesinambungan.® Menurut Bagir Manan, agar pembentukan
undang-undang menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan
berkualitas dapat digunakan 3 (tiga) landasan dalam menyusun undang-

undang, yaitu: Pertama, landasan yuridis ( juridische gelding); kedua,

® Hayati, Nyoman Nidia Sari, Analisis yuridis konsep Omnibus Law dalam Harmonisasi
peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

! http://digilib.uinsby.ac.id/45298/ diakses 24 November 2021.

8 http://digilib.uinsby.ac.id/6423/3/Bab%201.pdf diakses 24 November 2021.

% Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, gagasan
Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), him. 1.
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landasan sosiologis ( sociologische gelding); dan ketiga, landasan filosofis. *°
Berbeda dengan pendapat yang diungkapkan Bagir Manan, Jimly Asshiddigie
berpendapat bahwa landasa pembentukan undang-undang dilihat dari sisi
teknis pembentukan undang-undang tercermin dalam konsideran. Dalam
konsideran haruslah memuat norma hokum yang baik, yang menjadi landasan
keberlakuan bagi undang-undang tersebut, yaitu terdiri dari: **

Pertama, landasan filosofis. undang-undang selalu mengandung
norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat
kearah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat bernegara hendak
diarahkan. Kedua, landasan sosiologis. Bahwa setiap norma hukum yang
dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntunan
kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas
kesadaran hukum masyarakat. Ketiga, landasan politis. Bahwa dalam
konsideran harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional
menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam Undang-Undang
Dasar 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang
melandasi pembentukan undang-undang yang
bersangkutan. Keempat, landasan yuridis. Dalam perumusan setiap undang-

undang, landasan yuridis ini haruslah ditempatkan pada bagian konsideran

©1pid, him. 29.

11 Jimly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Rajawali pers, 2006), him. 170-174
dan him. 240.
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“mengingat.” Kelima, landasan administratif. Dasar ini bersifat “fakultatif”
(sesuai  kebutuhan), dalam pengertian tidak semua undang-undang
mencantumkan landasan ini. Dalam teknis pembentukan undang-undang,
biasanya landasan dimasukkan dalam konsideran “memerhatikan.” Landasan
ini bersifat pencantuman rujukan dalam hal adanya perintah untuk mengatur
secara administratif.

Berdasarkan paparan diatas, jka kelima landasan tersebut terpenuhi
dalam setiap proses pembentukan undang-undnag maka menurut Yuliandri
undang-undang yang dihasilkan menjadi undang-undang yang baik,
berkualitas dan berkelanjutan.*? Pembentukan peraturan perundang-undangan

haruslah memperhatikan aspek atau kaidah-kaidah pembentukannya, yaitu:

a) Landasan Filosofis

yaitu dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-
cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan kedalam suatu rencana
atau draff peraturan perundang-undangan.*?

b) Landasan Sosiologis

12 yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan
Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), him. 30.

3 Armen Yasir, Hukum Perundang-Undangan, (Bandar Lampung: Universitas Lampung,
2007), him. 57.
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Suatu peraturan perundang-undangan agar ditaati masyarakat, harus
dibuat dan dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan
hidup masyarakat yang bersangkutan atau kata lain hokum yang dibuat
oleh Negara harus sesuai dengan kebiasaan, kebutuhan masyarakat.*
c) Landasan Politis

Merupakan garis kebijakan politik yang menjadi dasar lanjutannya
bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan Kketatalaksanaan
pemerintah Negara.™

d) Landasan Yuridis

Landasan yuridis di dalam dasar pertimbangan berkaitan dengan
pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
apabila ia berkaitan langsung dengan substansi peraturan atau menjadi
dasar peraturan perundang-undangan terebut yang dicantumkan dalam

dasar hukum “mengingat.”

Pembahasan tentang asas pembentukan peraturan perundang-
undangan, berhubungan dengan pembentukan norma dalam peraturan
perundang-undangan. la adalah pedoman atau suatu rambu-rambu dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Van Der Vlies,

perumusan tentang asas pembentukan peraturan perundangOundangan yang

% 1bid, him. 57.

5 Ibid, him. 58.
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baik (algemene beginselen van behoorlijke regelgeving), dapat dibagi menjadi

2 (dua) bagian, yaitu asas formal (formele beginselen) dan asas materiil

(materiele beginselen). Asas Formil meliputi:

a) het beginselen van duidelijke doelstelling (asas tujuan yang jelas);
b) het beginselen van het juiste orgaan asas organ/ lembaga yang tepat);

c) het noodzakelijkeheids beginsel (asas perlunya pengaturan);
d) het beginsel van uitvoerbaarheid (asas dapat dilaksanakan);
e) het beginsel van consensus (asas consensus).

Asas-asas materiil meliputi:

a) het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek (asas

terminologi dan sistematika yang jelas);
b) het beginsel van de kanbaardheid (asas dapat dikenali);

C)
hukum);
d) het rechtszekerheidsbeginsel (asas kepastian hukum);

€)

sesuai dengan keadaan individual).

het rechtsgelijkeheidsbeginsel (asas perlakuan yang sama dalam

Het beginsel van de individuele rechtbedeling (asas pelaksanaan hukum

Attamimi juga menjelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang dapat

dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-

undangan secara baik dan benar, yaitu:'®

Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-
asas  hukum — umum  bagi  peraturan  perundang-
undangan. Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku
asas-asas hukum umum bagi perundang-
undangan. Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem
konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan,

16 A. Hamid S. Attamimi dalam buku Yuliandri, Ibid, him. 115.
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dan Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang
dikembangkan oleh para ahli.*’
b. Teori Hierarki Peraturan Perundang- undangan
Menurut Hans Kelsen sistem hukum merupakan sistem anak tangga
dengan kaidah saling berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur norma
lain dan norma lain tersebut dapat disebut seagai hubungan super dan sub-
ordinasi dalam konteks spasial. Sebuah norma yang dihasilkan dari norma yang
menjadi acuan disebut inferior, sedangkan norma yang menjadi acuan disebut
superior. Pembuatan yang ditentukan oleh kaidah hukum yang lebih tinggi
menjadi validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.®
Kaidah hukum yang rendah harus berpegangan atau mengacu pada
kaidah hukum yang lebih tinggi. Kaidah hukum yang lebih tinggi mengacu
pada norma hukum vyang paling dasar, atau dikenal dengan istilah
(Groundnorm). Norma dasar bentuknya tidak konkrit atau abstrak. Di
Indonesia yang dijadikan sebagai norma dasar adalah Pancasila.*
Adolf Merkl juga mendukung atau senada dengan Hans Kelsen,
dengan menggunakan teori das doppelte recht stanilitz, yang maksudnya

adalah sebuah norma hukum mempunyai dua hubungan. Pertama, norma

= https://purpleworl.blogspot.com/2012/11/bab-ii-tinjauan-pustaka-a.html akses 24

November 2021.

8 Jimly Asshidigie dan M. Ali Safa’at, Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta:
Sekertariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), him 110.

¥ 1bid.
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hukum keatas yang artinya bahwa norma hukum bersumber dan berdasarkan
pada norma hukum yang diatasnya atau yang lebih tinggi. Kedua, norma
hukum kebawah yang artinya bahwa norma hukum tesebut menjadi sumber
dan dasar norma hukum yang di bawahnya atau yang lebih rendah. Oleh
karena itu norma hukum yang masa berlakunya relati, karena norma hukum
yang dibawahnya tegantung pada norma hukum yang diatasnya. Jika norma
hukum yang ditasnya dicabut atau dihapus sehingga tidak berlaku, maka
norma hukum dibawahnya juga akan terhapus. °

Teori hierarki norma hukum yang digagas oleh hans Kelsen juga
mendapat banyak perhatian. Salah satunya adalah Hans Nawiasky yang
merupakan murid dari Hans Kelsen. Nawiasky mengembangkan teori yang
digagas oleh Kelsen dengan teori theorie von stufenufbau der rechtsordnung.
Dalam teori tersebut menjelaskan mengenai susunan norma, sebagai berikut:
Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm); Aturan dasar negara
(Staatsgrundgesetz); Undang-Undang formal (Formell Gesetz); dan Peraturan
pelaksanaan dan peraturan otonom (Verordnung En Autonome Satzung).?*

Dari teori Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Atamimi juga

membandingkan antara teori Kelsen dan teori Nawiasky yang diterapkan pada

0 Maria Farida, llmu Perundang-Undangan, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), him. 25

2L A. Hamid. S. Atamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang
Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita |-Pelita IV,” Disertasi, (Jakarta: IImu Hukum
Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990), him. 287.
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tata hukum di Indonesia. Atamimi menggunakan teori Nawiaskky untuk

menunjukan struktur hukum yang ada di Indonesia. Hasilnya sebagai berikut:

1.

Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD RI
tahun 1945).

Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan
Konvensi Ketatanegaraan.

Formell gesetz: Undang-Undang.

Verordnung en Autonome Satzung: Secara hierarkis mulai dari
Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau
Walikota.?

Indonesia juga sudah menetapkan hierarti peraturan perundang-

undangan. Hal tesebut ada dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Dalam pasal

tersebut menyebutkan bahwa hirarki perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1.

2.

w

4.
S}
6
Y/

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945,

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

2. Teori Hak Pengelolaan Tanah

Pada pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa “bumi air dan

ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung

didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara .

Negara

sebagai organisasi kekuasaan  seluruh rakyat.

% bid.
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Hak menguasai dari Negara termaksud dalam UUPA (pasal 1 ayat 2)

memberi wewenang kepada negara untuk:

Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan
dan memeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut,

Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa.

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud
dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-
macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat
diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-
orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta
badan-badan hukum (Pasal 4 ayat 1 UU PA). Pasal ini
memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan
demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya,
sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan
dengan  penggunaan tanah  itu dalam batas-batas menurut undang-

undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
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Jenis jenis hak atas tanah diantaranya adalah Hak Milik, Hak
Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak
Memungut Hasil Hutan. Akan tetapi karena fokus penyusun hanya
pada HGU dan HGB maka penyusun melimitasinya yaitu dengan

hanya menguraikan terkait pengaturan HGU dan HGB dalam UU PA.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah terjemahan dari kata research yang berasal dari bahasa
Inggris. Kata Research terdiri dari dua kata yaitu re yang berarti kembali dan
to search yang berarti mencari.?*> Dalam pengertian lain, penelitian merupakan
usaha untuk menyelidiki suatu hal dengan sistematis, terorganisir, hati-hati,
dan kritis dalam mencari fakta untuk menemukan suatu kebenaran. Kebenaran
dalam suatu ilmu tersebut dapat diketahui melalui metode atau cara yang
digunakan dalam penelitian.

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam
mendapatkan pengetahuan ilmiah melalui penguraian masalah, menganalisa,
menarik kesimpulan dan mencari solusinya.?* Agar mempermudah dalam
mengarahkan metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini, maka

penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait sebagai berikut:

23 Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media
Publishing, 2015), him. 4.

? Suryana, Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung:
Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), him. 15.
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1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah studi pustaka
dan studi lapangan. Tahapan penelitian dilaksanakan dengan
menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder.
Tahap dua, penelitian ini juga dilaksanakan melalui studi lapangan.
Dalam pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan wawancara. Data
hasil studi pustaka dan hasil studi lapangan ditampilkan sebagai
temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendaptakan informasi yang
utuh, dan dinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk

penarikan kesimpulan. *

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian adalah menggunakan pendekatan
kualitatif sebagai metodologi penelitiannya, yakni penelitian yang
bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengumpulan data
sedalam dalamnya.?® Penelitian kualitatif tidak selalu bertujuan untuk
mencari sebab akibat terjadinya sesuatu, tetapi lebih berupaya
memahami situasi tertentu untuk sampai pada suatu kesimpulan

objektif, penelitian kualitatif berupaya mendalami dan menerobos

% http://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif.pdf akses 02
Desember 2021.

% Rachmat Kriyantono, “Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset
Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran,” Disertasi,
(Jakarta : Kencana, 2006), him. 56.
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gejalanya dengan menginterprestasikan masalah atau menyimpulkan
kombinasi dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh

situasinya.?’

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah
pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan ini digunakan oleh
penyusun untuk  menggabungkan unsur hukum normatif yang
kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.
Metode penelitian normatif-empiris mengenai  implementasi
ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada
setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu
masyarakat. 8

4. Bahan Hukum Penelitian

Penyusun menggunakan tiga bahan hukum dalam penyusunan
penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum

yang memiliki kaitan langsung dengan judul skripsi penyusun.

him. 5.

2021.

% Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990),

28 https://richardvigilantebooks.com/apa-itu-yuridis-normatif-dan-empiris/ akes 10 Desember
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Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengujian
undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi mulai dari Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007, Undang- Undang No. 5 tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang No 15 Tahun
2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan., Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan
Pemerintah No 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas
Tanah, Satuan Rumah Susun,dan Pendaftaran Tanah. Serta data yang
diperoleh dari hasil wawancara dengan Kementrian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Kanwil DIY.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder
berupa buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, maupun pendapat ahli yang
berkaitan dengan tema kajian skripsi ini. Sedangkan bahan hukum
tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum terseier adalah

kamus dan ensiklopedia.
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G. Sistematika Pembahasan
Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Disharmoni Peraturan Pelaksana Hak
Pengelolaan Tanah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007,” maka
sistematika penulisan yang digunakan akan dibagi dalam beberapa bab secara
tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang
menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab Kedua membahas tentang tinjauan umum tentang teori peraturan
perundang-undangan, dan teori hak pengelolaan tanah.

Bab Ketiga membahas tentang latar belakang PP No. 18 Tahun 2021
yang berkenaan dengan pertanahan, UU PA, Pengujian Undang-Undang di
Mahkamah Konstitusi, Asas-asas hukum acara dalam persidangan di
Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan
mengikat berkenaan dengan pengujian undang-undang No. 25 Tahun 2007
Tentang Penanaman Modal.

Bab Keempat berisikan pemaparan hasil kajian berupa analisa faktor-
faktor yang menyebabkan disharmoni Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun

2021 dengan UU PA atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-
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V/2007 serta cara mengharmonisasikan peraturan pemerintah tersebut agar
sesuai dengan Putusan MK sebagaimana yang penyusun maksud.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari
jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini dengan dilengkapi daftar
pustaka dengan tujuan untuk memberikan daftar sumber rujukan dalam

penyusunan skripsi ini.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1.

Bahwa faktor yang menjadi dasar terjadinya perbedaan pemberian jangka
waktu hak atas tanah sebagaimana yang tertera pada Pasal 22 dan 37 dalam
PP No. 18 Tahun 2021 yang secara kumulatif memberikan jangka waktu
HGU selama 95 tahun dan HGB selama 80 tahun dengan UU PA yang
memberikan HGU selama 85 tahun dan HGB selama 50 tahun atas Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 21-22/ PUU- V/ 2007 tentang pengujian UU No.
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebabkan oleh 2 faktor, yaitu
pertama faktor internal berupa terjadinya perubahan politik, sosial, dan
budaya. Bahwa telah terjadi perubahan sistem sosial dalam pengelolaan
tanah yang pada awalnya dikelola bersama menjadi dikelola secara
individual yaitu pola usaha dan pendapatan dari tanah yang awalnya sistem
sosialis menjadi kapitalis liberal. Serta terjadi perubahan terhadap kebijakan
dan pengaturan terhadap penguasaan tanah yakni tanah yang pada awalnya
digunakan sebagai fungsi sosial berubah menjadi barang ekonomi. Kedua,
faktor eksternal yaitu Reformasi Ekonomi. Bahwa substansi pada peraturan
tersebut dibuat dalam rangka untuk memberikan kemudahan dalam berusaha

sehingga terjadi perubahan fundamental ekonomi melalui investasi.
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Sehingga apabila ada investor yang ingin berinvestasi di Indonesia pasti
sudah memprediksi dan tentunya membutuhkan waktu yang lama untuk
kegiatan perekonomian, oleh karenanya tidak mungkin para investor akan
mau berinvestasi jika pemberian jangka waktu hak katas tanah terlalu
singkat serta proses yang lama dan berbelit dalam kepengurusan
administrasi, serta secara logika pun para investor tujuannya dalam
berinvestasi adalah untuk mencari keuntungan. Mungkin di sisi lain bisa
dikatakan dengan adanya investor atau bahkan ada yang membangun
perusahaan di Indonesia dalam jangka waktu yang sangat lama kemudian
bisa menyerap tenaga kerja di Indonesia, sehingga menguntungkan kedua
belah pihak, akan tetapi perlu juga untuk dipahami kembali bahwa dampak
negative yang ditimbulkan bisa lebih besar lagi yaitu permasalahan
lingkungan, hak masyarakat hukum adat setempat, dst.

. Upaya pengharmonisasian peraturan perundang-undangan khususnya
peraturan pemerintah dilakukan pada semua tahapan dalam proses
pembuatan peraturan pemerintah, yaitu mulai dari tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan/ penetapan dan pengundangan. Pun
dalam pengharmonisasian ini harus selaras dengan Pancasila, UUD 1945,
Peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat,
putusan pengadilan dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan
Hal ini tentu saja membutuhkan kesadaran, ketaatan, dan kerjasama dari

berbagai pihak terutama lembaga-lembaga negara yang menjadi adressat
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putusan. Kerja sama dan kolaborasi dibutuhkan yang bukan hanya sekedar
formalitas belaka yaitu dengan mengadakan pertemuan, akan tetapi
kehadiran pihak-pihak terkait harus konsisten dan tidak berganti- ganti
orang, sehingga dalam setiap pertemuan dihasilkan pemahaman yang utuh
dan komprehensif.

B. Saran

1. Saran ditujukan kepada perumus peraturan perundang-undangan untuk
meningkatkan kapasitas yang memadai dalam merumusan regulasi/
peraturan, sehingga dalam menganalisis draft regulasi yang akan dibentuk
tidak hanya dengan melihat dari sisi teknis legal draftingnya saja tapi juga
keterkaitan substansi dengan peraturan yang lain. Karena hal ini berpotensi
memunculkan regulasi yang bermasalah, karena pembentukan regulasi
dilakukan tanpa melalui assessment yang memadai apakah regulasi yang
dioperasionalkan memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan
dinamika sosial masyarakat serta tidak menimbulkan permasalahan baru
dalam pelaksanaannya.

2. Saran ditujukan kepada Kemenkumham, mengingat Kemenkumham
bukanlah institusi yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai berbagai
kebijakan sektoral, sehingga harapannya dalam proses pengharmonisasian
Kemenkumham dapat mengadakan pertemuan- pertemuan yang bersifat

koordinatif antara kementrian pengusul dengan kementrian lembaga yang
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bersangkutan sehingga nantinya tidak terjadi disharmoni substansi antara
peraturan yang satu dengan yang lain.

. Berkenaan dengan terjadinya disharmoni substansi dari Peraturan
Pemerintah No. 18 Tahun 2021 dengan Undang- Undang Pokok Agraria,
maka sudah seharusnya dilakukan uji materiil/ judicial review ke Mahkamah
Agung, sesuai dengan tugas dan kewenangan Mahkamah Agung yaitu
menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang- undang terhadap
undang- undang sehingga bisa mendapatkan kepastian hukum dalam

mengimplementasikan peraturan tersebut
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